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Menetapkan dan menilai kegiatan pmgusahaan hutan yang bagaimana 
yang dapat dikategorikan sudah lestari tidaklah mudah. Belum lag masih 
ban yak p ersamalahan prinsip yang rnerupakan kendala dalam pengelolaan hutan 
secara lestari, di samping siapa dan bagaimana cara penilaiamya. 

Aa 3 (tiga) ha1 pokok yang dihadapi dalam rnenuju era ekolabel tahun 
2000 nanti, yaitu : 
1.  Bagaimana rnenetapkan aspek, knteria, indikator dan tolok ukur pengelolaan 

hutan alam produksi lestari. 
2. Eagmana mengatasi dan menyelesaikan kendala atau pennasalahan yang 

ada pada setiap aspek terkait, sehingga sebelum tahun 2000 para pengusaha 
sudah siap. 

3 .  Siapa penilainya dan bagaimma cara menilainya, agar hasil penilaian 
obyektif dan dapat diakui dan hasilnya diakui oleh semua pihak, terutama 
oleh dunia internasisnal. 

Pada makalah ini a b n  dibahas butir 1 dan 2 ch atas t&pi khusus hanya 
untuk aspek kepastian dan keamanan sumberdaya hutan $an aspek kelestarian 
prcrduksi . 

la/lakalah ini disusun dmgan bersumber pa& : 
1 .  SK Menhut No. 252/Kpts-EY1993 tanggal 29 April 1993 tmtang Knteria 

dan hdikator Pagelolaan H am Produksi Indonesia Secara Lestari 
dan SK Dirjen Pengushan No. 208/Kpts/n/'-setJ1993 tanggal 14 
Desember 1993 tentang Petmjuk T e h s  Petaksanaan Kriteria dm Indikator 
Pengelolaan Hutm Alam Produksi Secara Lestari pada Tingkat mnajemen 
Unit WH. 

2. Pengelolaan Wutan Tropika Basah Secara Lestari pa& Tin& Unit 
ajemen WH) yang merupakan produk dari Komisi Tetap Persiapan 

Evaluasi Pengelolaan Hutan Lestari APH 1993. 



3. Kriteria dan lndikator Pengelolaan Hutan Alam Lestari. Proses Serti 
Ecolabelling. Kelo~llpok Kerja Ekolabel. Lembaga Ekolabel Indonesia, 
1995. 

4. Pengetahurn dan pengal bekerja di bidrng pengusahaan 
hutan (f-ZPN) di l u x  J am.  

Ada 4 (empat) aspek pokok yang berpengad 
pengelolaan hutan darn produksi secara lestari pada t 
yaitu : 
1. Aspek kepastian dan k suniberdaya hutan 
2. Aspek kelestarian prod&si kayu 

i, ekologi dan fingkungan 
ekonomi, sosial clan budaya 

A. Phsip-prinsig dasar d d m  penetapm indikator pengelolam hutm 
produetsi secara lestari 

Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalarn penetapan indikator pa& 
pengelolaan hutan a l m  produksi secara lestari he didasarkan pada hal- 
hal sebagai berikut : 
h .  hdikator ti& hanya rnemperhatikan dari segi yurils formal, tetagi lebih 

ditekankan pa& segi fakta lapangm. 
yang chilai dipnioritaskan pada hal-ha1 yang bersifat 

(key point), sehingga tidak terlalu disibuMtan dengrn hal- 
?id yang tidak mendasar. 

3. Kegiatan yang perlu ciinilai diutmakan terhadap sasaran yang ingin dicapai 
olek adanya suatu kegiatan, sehingga ti& terfokus ke rnasalah prosedur atau 
prosesnya saja. 

4. Kriteria yang d i te taph  dapat merangsang rnotivasi dan kreativitas 
pelaksana dalam rneningkatkan rnutu pengelolaan hutannya (berhubungan 
dengan butir 3 di atas). 

5 .  Tolok ukur harus jelas dan sejauh rnungkin dapat diukur. 
6. Ingat, bahwa ymg dibahas adalah hutan produksi, buka hutan konsewasi 

(Hutan Lindung, Cagar Am, Suaka Margasatwa maupun Taman Nasional). 
7. Lndikator pada aspek yang dinilai hams bersifat d is disesuaikm dengan 

perkembangan masyarakat, ilmu pengetahurn dan teknologi, sejauh hal-ha1 



Dalm menetapkan prinsip-prinsip dasar dalm penilaian terhadap 
rnernpertitnbangan hal-hal sebagai berikut : 

setelah tahun 2000-pun devisa, ekonomi dan penyerapan 
dan industri k a p  mas& sangat 

diharapkan dalm pernb Indonesia. Jangan m e r u g h  diri 

2. Keglatan pengus h u m  dan i l m  ke 

lah tidak berpendidikan) dm di beberapa t e q a t  tertentu gengu 
hutan berdasarkan hak adat atas areal hutan mash cukup h a t ,  sehingga 
sering rnenirnbuh kodik dengan status yuridis fonnal atas areal IPd)M. 

Berdasarkan pertintbangan ketiga hal tersebut di atas, p e i p -  
perlu diterapkan dafm pennlaian adalah sebagai berikut : 
kelulusm ditetapkan secara bertahap rnulai dari yang paling 

kecil dm &sesuah secara periodik, tahm sekali. 
2. Penewm bobot nilai dan nilai kepada aspek yang dinilai 

a d i k a i w  dengan : 
a. Seberapa jauh pengamh aspek tersebut terhadap keberhasilm pencapail- 

an aspek kelestarian. 
b Seberapa besar kendala yang dihadapinya, te rnma kendala dari pihad; 

di luar pengusaha. 

C. Kriteria, indibtor dm tolok ukur pengeiolaan hutm darn produksi 
secara lestari pada tingkat manajernen unit HltbN 

Berdasarb uraian sebelumya penulis mencoba rnenyusun kriteria, 
indikator dan tolok ukur pengelolaan hutan dam secara lestari pada tingkat 

ajernen unit MPH sebag tertera pa& E o n t p i m  1. 
Kegiah pengujian kayu dm adanya kebun be& ti& 

dengan alasan : 

1. Pengujian kayu 

Penetapan halitas kayu diperlukan bila a& transaksi penjudan daaa ada 
iuran yang sebenarnya ditetapkm berdasarkan halitas kayu. Oleh karena saat 
ini ti& a& lagi iuran yang diharkan kepada halitas kayu seperti h h y a  
pada s a t  log rnasih bisa diekspor dan dalm transaksi jual bdi log pun 
persyaratan kualitas kayu urn ya tergantmg kepada kedua belah pihak yang 



terlibat langsw. tIal itupun dalarn graktehya rnempunyai standar yang 
berbeda-beda, sehingga pada saat ini halitas kayu bersifat intern saja, dengm 
perkataan lain a& ti standar pengujian Mayu Bulat b b a  Indonesia 
tidak mempunyai arti yang mendasar I@. 

Bibit jenis kornersil serernpat seperti Meranti pada areal bekas tebangan 
s is th  TPTI &lam peng hmpir ti& ada masalah dan sangat mudah 

sistem cabutm. Di sm~ping itu berdasarkan data ITF 
yata pada bekas tebangarn sistirn TPTI di W H  h 

ngga penanman hanya diperl 
saja. Pada saat hi hmpi 

dipastikan Meranti yang dperlukan untuk perkayam maupun penanman ti& 
berasal dahi kebun be&. 

B, Permasdafaan ymg dihadapi menjeilmg era ekolabel tahun 20(WB sehta 
usulan jdan keluamya 

I. Areal NPH yang belum sepenuhnya diakui dm dihorrnati 

Kepastian areal WPH t 
dan menghomhnya. Tetapl ken 
Karena ha1 tersebut teterkait dengan h u h  agrari 

adat ?) dan kehidupan masyarakat di s 
tidak sederhana. Dan karena vvaktu tinggal 5 tahm lagi maka 
a segera h u l a i  lmgkah-lmgkah kodxit untuk mengatasingra. 

Langkah awd yang perlu dimutai adalalh pembahasan lintas sektord 
dengan sasaran mtuk rnenyamakan persepsi darn menetapkm ketentuan yang 
jelas antara WPW dengan hak adat, baik yang menyan&t pengertiannya 
m p u n  batasan luasnya. Warns ada batas Iuas maksimal kepemilikan secara 
adat. D e e m  pula h s  jelas tanah yang 
sebagai kepedlikan secara adat, dan sejauh 
hutan &Pi hutan-hum negara. L e a h  lain 
proses pemmcang-an batas IIPH hams melibatkan tok 
dengan catatan areal yang tidak produktif yang 
masyarakat agar dikeluarkan d a r ~  areal MPW. 

Ke;tidakpastim status dan h g s i  hutan, te rnma adanya pembahan 
fungsi hutan produksl menjadi hutan konservasi, menyebabkan ketiwastian 



hutan di lokasi tersebut. Dengan demikian 
enuhi. Mengatasi h d  h i  juga sangat 
hutan sudah dilakukan terlebih dahulu dari pa& p 

ruangannya. Selain itu dinmika dan tuntutan masyarakat yang tems berkem- 
bang, sehingga &lam menetapkan kriteria fungsi hutan hams mempertimbang- 
h n  pula sibasi, kondisi dan perkernbangan yang a& di sebtarnya. 

3. Penebangm liar 

Terns berlwutnya penebmgm liar tumt memperhat keti 
SDH. Sebab-sebab pokok penebangm liar adalah sebagai berikut : 
a. Ti& cuhpnya dtematif pekejaan lain yang lebih menarik &pa& 

kegiatan penebangm liar. 
b. Belum dliaturnya secara legal pmenuhan kayu untuk keperlum pernakaim 

dgfm negeri. 
c. Saraksli huhrn belum ditegaMtan sebagahma mestinya. 

a. Periadangan berpindh yang dil tradisional oleh masyarakat 
hutan. 
tanah dengan mermbafi hutan oleh kaum pendamg. 

Keduanya sama-sama menyebabkm ketidakpastian jaminan SDW 
secara lestari. Sebab-sebab pokok sulitnya mengurangi kegiatan perladangan 
berpin& : 
a. Tidak cukupnya altemtif usaha lain yang sesuai dengan kemmpuan 

masyarakat tradisional. 
b. Kegiatan perladangan berpindah bukan semata-mta menymg9cut 

matapencaharian, tetapi & dal ya juga terkait unsur sosid, budaya, 
kepercayaan dan rekreasi. 

Beberapa cara untuk mengatasi ha1 ini dismping dengan cara seperti 
diuraikan pa& butir 1 di atas, yaitu dengan adanya kejelasan tentang hak 
pemilikan atas tanah secara adat c h  hak pernanfaatan hasil hutan secara adat 
pada hutan-hutan negara, juga memperluas dan mernperbesar usaha maw 
pencaharian masyarakat seternpat yang sesuai dengan kemmpuamya. 

5. Kelerengan 40°/0 iebih dikatagorikan sebagai kawasm lindung 

Kelererngan lapangan 40% sama dengan kemiringan lapmgm dengan 
sudut 2 1 O 8 9 ' .  Bila ketentuan itu di lapangan diterapkan, rnalca areal efektif WPH 
yang dapat diusahakan tinggal rata-rata sepamhnya saja, sehingga kelangsungan 



produksi tidak 
terpaksa barus dikumgi atau gulung tikar. 

6. Pedomm sistem silGku1tur TPTB di hutan rawa belum ada 

Sarnpai sekarang Pedornan Sistem Silvikultur TPTI di hutan darn rawa 
belum a&. Baga a kita bisa menilai agakah kegiatan pengelolaan hutan 
rawa sudah benar atau ti& bila pedo tehisnya saja belum a h .  

E. Hal-hd lain yang periu diperha~kan dm atau diperbai& sebelum era 
ekslabel diberl&ukan. 

ahhan di atas perlu diatasi, juga ada hal-ha1 
dan diperbaiki lebih lanjut rnenjelang era eecolabelling, 

r l a h  umum, baik jenis kegi a maupun volumen- 
di lapangan berbeda-beda. 

2. Belum lengkapnya ketentllan teknis, misahya pedoman kegiatan 
penjarangan pada hutan alam belurn ada. 

3. Adanya beberapa keMiban yang tidak relevan lagi, seperti pengujian kayu 
bulat dan kebun be&. 

4. Apabila m t i  diterapkan ekolabel, maka ketentuan ahu  kewajiban yang a& 
hams sidaon dengan kriteria ekolabel. 

5. Ketidakjelasan atau rasa pesirnistis dalam menjalani era 1 nanti bisa 
berakibat b u d  dengan me faatkan kesempatan sebe ( m q u n g  
be lm ditetaph).  



Larnpimn I. Aspek, Kriteria, Indikator dan Tolok Ukur Pengelolaan Hutan 
Alarn Produksi kecara Lestari Pada Tingkat Managemnt Unit 
ITPM 

hutan tidak selalu 

- Kadang tea& peru- 
bahan h g s i  hutan 

HPH yang rnemadai 
3. Potensi dan Topografi 

- Citra landsat 



LampLon I. (lanjutan) 

sudah disahkan. 

1.7. Adaptakeja  
1.8. Ada peta pohon 

2.3. Batas blok RKTlRKL di tapa- 

2.4. Ada register pemeliharaan ba- 
tas blok RKT sebelumnya. 

2.5. Batas blok sejauh mungkur 

suai dengan tipe 
hutan dan topo&~ 

3.2. Ada bukti pelaksanaan sistim 
silvikultw yang ditetapkan 
benar dilaksanakan di lapang- 

4. Eksploitasi dilakukan 
sesuai dengan keten- 

4.1.3. Kerapatan jalan angkutan 
sesuai ketentw 

4.1.4. Jernbatan dan gorong-gorong 
dibuat sesuai dengan keten- 
tuan baik konstruksinya 
maupun jumlahnya. 

4.1 .S. Ada bukti penanggulangan 
dampak penting &bat pem- 
buatan jalan (terutama ter- 
hadap erosi) sesuai dengan 
Rencana Kelola Lingkung- 



4.2.6. Ada bukti penebangan ti&& 
dilakukan di tuar Mok RKT 

4.3.3. Ada bukti penyaradan dila- 
kukan sesuai dengan ren- 

4.3.4. Judah pohon yang &sarad 
sama dengan yang ditebang 

4.3.5. TPN dan TPK dibuat de- 

mantauan kegiatan 
4.4.2. Ada bukti dimanfaatkannya 

citra IandsaUpotrei udara 
untuk m a n t a u  dan meng- 
evaluasi perkembangan ke- 
giatan ehploitvi 

4.4.3. Ada statist& perubahan are- 

lurne kayu bulat sesuai ke- 

5.2. LHC, LHO, Laporan Mutasii 
Persediaan Kayu Bulat dan 
iaporaklaporan lainnya 
dibuaf dan dilaporkan sesuai 
dengan ketentuan 

5.3. Dokume kayu (SAKB, dll) 
d i b t  sesuai ketentuan dan 
ditandaiangani oleh pejabat 

5.4. Ada dokurnentasi iaporan pro- 
duksi, rnutasi dan persediaan 
kayu buiat dari tahun ke 



laan areal bekas te- 

6.2. Pengadaan bibit 

nya ditanamildqakaya 
y 5 g  belum ditanddiper- 

6.3.3. Ada statistik kegiatan per- 
kayaan dm penmaman pa- 

6.3.4. Ada kegiatan pemehharaan 
Lanamniperkayaan. 

bebasan ABT pihan dan pembebasan ABT 
6.4.2. Kegiatan perapihan dan 

pembebasan ABT dilaku- 
kan dengan cara dan pada 
saat sesuai ketentuan 

6.4.3. P&onp&m binaan pada 
ART 3 tahun lalu dm sebe- 



sudah dikelola yang tidak di- 
kelola/ditanami 

7.4. Ada register pagelolaan areal 
tak produktif dan tanah kc- 
song di luar .mT. 

8. Etisiensi produksi 8.1. Ratio 1,HP. LHC dan ADT 
8.2. Ratio limbah kayl 

ai dmgm r a a a  
9.1.3. Jumlah d m  klasifikasi teua- 

ga t e h s  k&utanan dan 
profesional laitlnya mema- 

10.1.3. Adanya dokumeotasi hasil- 

1 1 .  Invntasi/Asset 


